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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang secara jelas dan
konkret yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) yang
berbunyi “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”.
Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi menjadi
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur
dengan undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah provinsi dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945), pada pasal | ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan Undang Undang No 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk a%&%gst?.rrlg ﬂgtyry g;‘sllﬁa}gé\/[ed%qﬂ?glm



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah), sedangkan Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan
bahwa dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah
daerah.

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, hal ini
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sumber konstitusional pemerintah daerah adalah Pasal 18 (1),
Pasal 18 (2), Pasal 18 (3), perubahan pasal 18 baru ini untuk lebih memperjelas
pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi
daerah provinsi dan dalam daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah
Daerah menegaskan bahwa DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebenarnya
undang-undang memberi kesempatan yang cukup luas dan besar bagi DPRD

untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Peranan

Wirutomo dalam David Berry (1981: 99-101) bahwa peranan yang
berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan
kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang
dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai perangkat harapan-harapan yang
dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.
Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita
diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan didalam pekerjaan kita,
didalam keluarga dan didalam peranan-peranan yang lain.

Adapun Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul
sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan
merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan
hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu
peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan
ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu
tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan
atassu kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan
juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan
yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti
bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
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Selain itu Levinson dalam soekanto (2009:213) mengatakan peranan
mencakup tiga hal, antara lain :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atatu
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan
didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari
orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai
perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah
kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh

orang karena menduduki status-status social khusus.

2.2 Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Rahman (2007: 123) mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu
lembaga yang “legislate” atau membuat undang—undang yang anggota—
anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun ia
berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui

pemilihan umum.
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khususnya pada karyawan yang ada pada suatu organisasi dalam
melaksanakan kegiataﬁnya. Untuk memahami anggaran, maka pada bab ini
akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan anggaran.

Menurut Munandar (2010:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang
disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang
dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu
periode tertentu yang akan datang”.

Gunawan Adisaputro (2010:02) mendefinisikan “Business Budget
adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan
tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan koordinasi dan
pengawasan”.

Sedangkan menurut Nafarin (2011:11), mendefinisikan bahwa
“Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu
dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan
dalam satuan barang/jasa”.

Dari ketiga definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum
anggaran merupakan suatu bentuk rencana aktivitas suatu kegiatan yang
akan dilaksanakan selama satu periode mendatang yang secara umum
dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat dengan

pertimbangan yang komprehensif.
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2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mamesah (Halim, 2007:19), APBD merupakan rencana
operasional keuangan pemda, dan pada satu pihak menggambarkan perkiraan
pengeluaran yang tinggi, untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek di
daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan
perkiraan dari beberapa sumber penerimaan daerah untuk menutupi
pengeluaran yang dimaksud. Pada orde lama, telah dikemukakan oleh
Wajong (Halim, 2007:19), APBD merupakan rencana pekerjaan keuangan
(financial workplan) yang dibuat agar suatu jangka waktu badan legislatif
DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah), untuk
melakukan pembiayaan demi kebutuhan rumah tangga daerah yang sesuai
dengan rancangan yang menjadi dasar dalam penetapan anggaran, dan yang
menunjukkan semua penghasilan agar dapat menutup pengeluaran yang

berlebihan.

Menurut Halim (2007:19), adapun unsur-unsur anggaran daerah yaitu
yang dirangkum menurut dua pengertian ahli sebelumnya.

a. Rencana kegiatan suatu daerah, beselta‘uraiannya yang secara rinci

b. Terdapat sumber penerimaan yang merupakan suatu target terendah
dalam menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan terdapat biaya yang
merupakan batasan tertinggi pengeluaran yang akan dilaksanakan.

c. Jenis kegiatan dan proyek yang disampaikan dalam bentuk angka

d. Dan memiliki periode anggaran selama satu tahun.

Dalam bentuk APBD yang baru, pendapatan juga dibagi menjadi tiga,
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yaitu PAD, dana perimbangan, dan pendapatan Lain-lain daerah yang sah.
Selain itu belanja dibagi menjadi empat, yaitu belanja aparatur daerah,
belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, juga
belanja tidak terduga. Dalam belanja aparatur daerah dijabarkan menjadi
tiga bagian, yaitu belanja administrsasi umum, belanja operasi dan
pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik
dikelompokkan menjadi tiga yaitu, belanja administrsai umum, belanja
operasi dan pemeliharaan, juga belanja modal. Pembiayaan telah
dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu terdapat sumber penerimaan
dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan merupakan sumber sisa lebih
dari anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil
penjualan asset daerah yang dipisahkan, juga terdapat transfer dari
cadangan. Sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah terdiri atas
pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal,
transfer ke dalam dana cadangan, dan sisa anggaran tahun yang sedang
berlangsung (Halim, 2007:22-23).
2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep untuk melakukan
penelitian, dengan adanya kerangka pemikiran maka hasil penelitian yang
dilakukan dilapangan tidak bertolak belakang dengan judul penelitian. Dalam
melaksanakan fungsi Anggaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) kabupaten Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) kabupaten Langkat tentu mempunyai peranan yang sangat penting

UNIVERSITAS MEDAN AREA 13

Document Accepted 21/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam benEklgcgEsaBg(l)ant{el‘rlr}g?)(1)2511 Ugw&rgggﬁmg?géfa



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentAlgcgEsaE%1(1)1nt1a‘nr}g%1)(1)2511 Ugw&rgggﬁmg?géfa



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentAlgcgEsaE%1(1)1nt1a‘nr}g%1)(1)2511 Ugw&rgggﬁmg?géfa



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentAlgcgEsaE%1(1)1nt1a‘nr}g%1)(1)2511 Ugw&rgggﬁmg?géfa



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentAlgcgEsaE%1(1)1nt1a‘nr}g%1)(1)2511 Ugw&rgggﬁmg?géfa



Edi Bahagia - Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Langkat ....

3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
Informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, Informan
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.
Adapun yang menjadi Informan pada Penelitian ini yaitu :

1. Informan Kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat.

2. Informan Utama dalam Penelitian ini yaitu anggota Banggar(Badan

Anggaran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Langkat.

3. Informan Tambahan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah kabupaten
langkat.
3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut  Sugiyono (2014:224) Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai
sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting, berbagai sumber, dan berbagai
cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah
(natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan
berbaga responden, pada suatu seminar, diskus, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat

dari sumber datanya, maka penggumpulan data mengunakan sumber priner, dan
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sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer, dan
sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung nenberkan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segiacara atau teknik pengumpulan data,
maka teknik pengumpulan dapat diilakukan dengan interview (wawancara),
observasi (pengamatan), dan dokumentasi dan gabungan ketiganya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa
teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Juliansyah Noor (2012: 138) wawancara merupakan salah satu
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung
dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu
untuk dijawab pada kesempatan lain.

Menurut Sugiyono (2014:231) wawancara adalah merupakan teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus dieliti, tetapi juga apabila penelitian ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan
data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2014: 145) mengatakan bahwa,
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observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari
berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah
proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tdak terlalu besar.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan
harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas
pada ruang dan waktu seingga memberi peluang kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan
dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau
catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data
diserver dan flashdisk, dan dat tersimpan di web site.
3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi),
dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan
yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang

dilakukan adalah sebagai berikut:
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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada Bab IV, maka
dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa peranan DPRD dalam pelaksanaan fungsi anggaran terhadap
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat
Periode 2016-2017 sangat besar dan penting sebab DPRD Kabupaten
Langkat tidak hanya sebatas bekerja sama dengan Pemerintah Daerah
dalam menyusun APBD kemudian menetapkannya, melainkan juga
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut. Hal ini
dikarenakan sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal
150 huruf (a), (b), (c), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 152 ayat (1)
dan ayat (2), Pasal 153 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tanpa peran DPRD
dalam fungsi anggaran maka APBD tidak sah dan tidak dapat
dilaksanakan sebab hal itu berarti tidak ada persetujuan antara eksekutif

dengan legislatif.

2. Berdasarankan uraian hambatan yang ada di DPRD Kabupaten Langkat,

maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dibagi menjadi 2 faktor yaitu
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intern yang berasal dari kapabilitas suatu lembaga yang internalnya
mempengaruhi hal tersebut. Misalnya: Sumber Daya Manusia, Silang
Pendapat Antar Fraksi, Kurangnya Komunikasi Anggota DPRD dengan
Masyarakat, Sarana Prasarana Anggota DPRD, Kemudian Faktor Ekstern
adalah faktor yang berada diluar keanggotaan DPRD yang dapat menjadi
hambatan. Misalnya: Pola Rekruitmen Anggota Legislatif yang Feodal

dan Kesadaran Politik Masyarakat yang Relatif Masih Rendah.

5.2. Saran

Saran yang penulis berikan khususnya terhadap DPRD dan

Pemerintah Kabupaten Langkat pada umumnya adalah:

1.

Hendaknya DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran harus selalu
bersikap profesional dan selalu berpegang teguh pada kode etik Anggota
DPRD dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

. DPRD kedepannya harus menguatkan kualitas sumber daya manusia

lebih diutamakan dan integritas sebagai anggota dewan. DPRD dipilih
bukan sebagai wakil partai politik, tetapi DPRD dipilih sebagai wakil

dari rakyat.

. DPRD harus lebih berperan aktif dan mengedepankan sikap rendah hati

dalam melaksanakan fungsi anggaran, karena semua kebijakan yang

dibuat kembali untuk dan atas nama rakyat
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